
BUPATI SUMBAWA 
PROVINS! NUSATENGGARA BARAT 

PERATURAN BUPATI SUMBAWA 
NOMOR r0 TAHUN 2023 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 115 TAHUN 2022 

TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN 
MINIMAL DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021-2026 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI SUMBAWA, 

a. bahwa rencana aksi daerah penerapan standar 
pelayanan minimal di Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-
2026 harus disesuaikan dengan perubahan kebijakan 
terhadap indikator layanan dan mutu dalam penerapan 
Standar Pelayanan Minimal yang ditentukan oleh 
pemerintah, sehingga Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 
115 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah 
Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten 
Sumbawa Tahun 2021-2026 perlu disesuaikan dengan 
perkembangan saat ini; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 
Sumbawa Nomor 115 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi 
Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal di 
Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026; 

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah 
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang­
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2018 Nomor 2); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6206); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 63); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
ten tang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pemqangunan 
Jangka Menengah Daerah Sera Tata Cara Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 



Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang 
Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar 
Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 9, Tarnbahan Berita Negara Republik 
Indonesia Nomor 868); 

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis 
Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Serita Negara 
Republik Indonesia Nomor 1891); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar 
Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah 
Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Serita Negara 
Republik Indonesia Nomor 1541); 

16. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 114 Tahun 2018 
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar 
Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 114, Tambahan Serita Negara 
Republik Indonesia Nomor 1619); 

17. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 121 Tahun 2018 
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar 
Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 121, Tarnbahan Serita Negara 
Republik Indonesia Nomor 158); 

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 
tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan 
Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang 
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 4, Tambahan Berita Negara Republik 
Indonesia Nomor 68); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 
tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, 
Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan 
Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi 
Pamong Praja (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 550); 

20. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 26 Tahun 2020 
tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan 
Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan 
Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 548); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 



Menetapkan 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
(Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1447); 

22. Peraturan Menteti Dalam Negeti Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

23. Peraturan Menteti Dalam Negeti Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

24. Peraturan Menteti Dalam Negeti Nomor 59 Tahun 2021 
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Betita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 59); 

25. Peraturan Menteti Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan 
Tekhnologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar 
Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Betita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 1 Tahun 
2010 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
(RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sumbawa Nomor 571); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 
2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sumbawa Nomor 697) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang 
Rencana Pembangunan J angka Menengah Daerah 
Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa 
Nomor 712); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 115 TAHUN 2022 
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR 
PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 
2021-2026. 



Pasal I 

Ketentuan tentang Kondisi Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar; Program Prioritas 
Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar; Penghitungan Kebutuhan Pembiayaan 
Pencapaian SPM; Strategi dan Kebijakan Pencapaian SPM Pelayanan Dasar; 
Target dan Kebutuhan Pembiayaan Pelayanan dan Pemenuhan Mutu SPM 
Pelayanan Dasar; dan Target Pencapaian SPM Pelayanan Dasar, Rumusan 
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Larnpiran dalam Peraturan Bupati 
Sumbawa Nomor 115 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan 
Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Berita 
Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 115), diubah sebagian 
sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang m erupakan : 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa . 

Diundangkan di Sumbawa Besar 
pa ~•-....: ~«r >o;.3. 

Ditetapkan di Sumbawa Besar 
~ ~:la:::_.llanggal '1 Pes~u- .s.o,-~ 

H KABUPATEN SUMBAWA, 


